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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023, pukul 12.09 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah 

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang 

Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI 

dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 diajukan oleh Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI) yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum 

dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya disebut sebagai  
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Pemohon I, Anthony Winza Probowo, S.H., LL.M untuk selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S. Psi. untuk selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc. untuk selanjutnya disebut sebagai 

Pemohon IV dan Mikhail Gorbachev Dom, S.SI, M.SI., warga negara Indonesia, 
untuk selanjutnya disebut sebagai  Pemohon V. 

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Francine Widjojo, S.H., M..H., dkk 

yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia 

(LBH PSI), untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 169 huruf q UU 

7/2017 yang berketentuan: 

“Persayaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: 

q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.” 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap para Pemohon bertentangan 

dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) 

dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan Pasal a quo 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berpotensi dirugikannya 

konstitusional para Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah 

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.18.1] Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon a quo penting bagi 

Mahkamah merunut terlebih dahulu pengaturan tentang syarat usia calon 

Presiden dan calon Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia 

sejak kemerdekaan tahun 1945, berakhirnya masa pemerintahan Presiden 

Soekarno (Orde Lama) hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde 

Baru pada tahun 1971. Dalam kaitan ini, telah ternyata dalam UUD 1945 yang 

disusun oleh para pendiri negara tidak mengatur perihal batas minimum usia 

untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang 

memilih Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973). Berkenaan 

dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. 

Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk 

Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR 

sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 (empat puluh) tahun diatur 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR II/1973. Selanjutnya, berdasarkan 
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Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah 

tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi maka TAP MPR 

II/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 

VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR VI/1999). Sekalipun terjadi 

pergantian, berkenaan dengan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden 

tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah 

berusia berusia 40 (empat puluh) tahun [vide Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR 

VI/1999]. 

Bahwa setelah perubahan UUD 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pada 

tahun 2004. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 

UUD 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan, 

pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003) sebagai 

dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden tahun 2004. Berkenaan dengan syarat calon Presiden dan Wakil 

Presiden, norma Pasal 6 huruf q UU 23/2003 menyatakan calon Presiden dan 

calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 

(tiga puluh lima) tahun. Dalam perkembangannya, UU 23/2003 diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden (UU 42/2008) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan 

umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam kaitan 

ini, pengaturan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak 

mengalami perubahan. Norma Pasal 5 huruf o UU 42/2008 menyatakan, berusia 

sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Pengaturan mengenai syarat 

minimum usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden baru mengalami 

perubahan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, karena dalam 

Pasal 169 huruf q UU 7/2017 ditentukan persyaratan menjadi calon Presiden dan 

calon Wakil Presiden salah satunya berusia paling rendah 40 (empat puluh) 

tahun. 

 

[3.18.2] Bahwa para Pemohon dalam mendalilkan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 

menyatakan norma tersebut bertentangan dengan original intent UUD 1945. 

Terhadap dalil a quo, penting pula bagi Mahkamah untuk melacak risalah 

perdebatan dalam pembahasan perubahan UUD 1945, terutama perdebatan 

sekitar persyaratan Presiden sebagaimana tertuang dalam Naskah Komprehensif 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, 

dan Hasil Pembahasan, 1999-2002”, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara 

Jilid I, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 

(2010)”. 
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Bahwa persyaratan Presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka 

pertama kali pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19, 23 Februari 2000, dengan agenda 

Dengar Pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Anton Reinhart 

dari UKI mengemukakan: 

“Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): “Presiden dan Wakil 

Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan 

telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik 

Indonesia.” [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid 

I, hlm. 142]. 

Masih dalam rangkaian agenda dengar pendapat, pada Rapat PAH I Ke26, 

tanggal 3 Maret 2000, Irma Alamsyah dari Kowani mengusulkan agar syarat 

Presiden telah berumur minimal 40 tahun. Dalam usia tersebut, baik pria 

maupun wanita dianggap sudah cukup matang dalam kepemimpinan, baik dari 

segi fisik maupun pikiran [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, 

Buku IV Jilid I, hlm. 156]. 

Berikutnya, pada Rapat PAH I Ke-34, tanggal 24 Mei 2000, dengan agenda 

membahas usulan Fraksi, F-PDIP melalui juru bicaranya, Soewarno, 

mengusulkan: 

.. “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 

tiga puluh lima tahun.” Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya [vide 

Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 159]. 

Berbeda dengan pendapat F-PDIP, F-PBB melalui juru bicaranya, Hamdan 

Zoelva, menyampaikan usulan agar syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden minimal berusia 40 tahun [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 

1945, Buku IV Jilid I, hlm. 161]. Selanjutnya, F-UG melalui juru bicaranya, 

Soedijarto sepakat dengan usulan Tim Ahli yang salah satunya menyatakan 

Presiden dan Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun [vide Risalah 

Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 165]. Sementara itu, 

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan persoalan batasan usia 

sekurang-kurangnya 40 tahun menurutnya harus dicermati ulang, apakah 

persyaratan tersebut harus diatur dalam UUD atau cukup diatur di dalam 

undangundang saja [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV 

Jilid I, hlm. 166]. 

 Pembicara selanjutnya Affandi dari F-TNI/Polri memaparkan syarat 
keadaan diri termasuk syarat usia Presiden diatur dengan undang-undang, 
sebagai berikut: 

… Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada 
perubahan misalnya tentang umur tadi dengan kemajuan kita mungkin 
barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat 
pengalaman maturitas yang tinggi, mungkin lebih dini lagi, atau mungkin 
mortalitasnya makin panjang, umur makin panjang juga, usia efektif makin 
makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila ditingkat 
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undangundang, bukan di Undang-Undang Dasar ... [vide Risalah 
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 178]. 

 

Penolakan terhadap pencantuman batasan usia di dalam UUD disampaikan 
kembali oleh Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP. Menurutnya tidak ada dasar 
yang menjamin bahwa dalam usia tertentu semua orang sudah mempunyai 
kematangan dalam memimpin [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, 
Buku IV Jilid I, hlm. 180]. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosnaniar dari 
F-PG yang menyampaikan antara lain: 

… Sedangkan usia 40 tahun dan juga tentang ada tindakan-tindakan 
pidana, itu menurut saya juga dapat dicantumkan dalam undang-undang. 
[vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 
185]. 

Selanjutnya Andi Najmi Fuadi dari F-KB juga mengutarakan pendapatnya 
mengenai masalah usia sebagai berikut: 

Ya, misalkan masalah usia. Siapa yang bisa menjamin bahwa persyaratan 
40 tahun itu sesuatu patokan waktu yang sangat ideal, belum tentu. Bahwa 
Amerika yang mencantumkan persyaratan-persyaratan seperti tadi itu 
dalam Undang-Undang Dasar-nya, ternyata tidak bisa melampaui itu. 
Belum tentu Indonesia seperti Amerika. Bisa jadi Indonesia dalam 20 
tahun ternyata seorang yang 35 tahun bisa mencalonkan diri sebagai 
Presiden memenuhi persyaratan yang diatur atau diminta, hanya karena 
umurnya kurang dua bulan dia tidak bisa menjadi Presiden. Ini kan saya 
kira suatu yang tidak fair juga kita. Oleh karena itu saya berpendapat 
persyaratan-persyaratan ini harus diatur dalam undang-undang organic 
[vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 
198]. 

Pada akhirnya, PAH BP MPR menyepakati dua alternatif yang kemudian 
dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, pada tanggal 23 Oktober 2001. Berikut 
kedua alternatif tersebut: 

Pasal 6 Alternatif satu: Ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden adalah warga 
negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ayat (2), Syarat-syarat 
untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.  

Alternatif dua: Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarga 
negaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 
40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi 
hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. [vide Risalah 
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 205]. 

Selanjutnya, kedua alternatif tersebut dimusyawarahkan dalam rapat 
Komisi A. Pada Rapat Sidang Komisi A ke-2, tanggal 5 November 2001, setelah 
semua fraksi menyampaikan pandangannya, Slamet Effendy Yusuf selaku ketua 
rapat mengatakan sebagai berikut: 
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… minus PDKB yang tidak ada wakilnya pada saat ini maka semua fraksi 
sudah menyatakan penilaiannya. Dan dari pandangan-pandangan yang ada 
maka kita segera mengetahui bahwa, yang berkaitan dengan syaratsyarat 
calon Presiden ada banyak pendapat, tetapi kemudian ada usulan 
mengenai formula baru, yang saya kira bisa kita kembangkan mengenai 
hal itu [vide Risalah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, 
hlm. 214]. 

Pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada Rapat Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 
November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim 
perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A 
mengatakan sebagai berikut: 

Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan, 
kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara 
rohani dan jasmani untuk menjadi Presiden. Ketentuan dan syarat-syarat 
selanjutnya, itu diatur dengan atau dalam undang-undang. [vide Risalah 
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku IV Jilid I, hlm. 215-216]. 

Rumusan tersebut kemudian disampaikan pada Rapat Paripurna ST MPR 
2001 Ke-6, tanggal 8 November 2001 dan disahkan menjadi salah satu materi 
perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 6 UUD 1945 diubah menjadi: 
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain 
karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu 
secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden, dan (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, 
persoalan batas usia Presiden termasuk persoalan yang pengaturannya 
dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yakni untuk diatur dengan 
undang-undang.  

Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah 
perubahan UUD 1945 di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa 
mayoritas pengubah UUD 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat 
usia minimal Presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Namun demikian, dengan 
alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya 
dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena 
persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UUD, 
tidak dapat mendaftar diri sebagai Presiden maka pengubah UUD bersepakat 
untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, 
penentuan usia minimal Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah pembentuk 
undang-undang. 

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon perihal Pasal 
169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan konvensi ketatatanegaraan dengan 
mengambil praktik jabatan kepala pemerintahan pernah diberikan kepada Sutan 
Sjahrir yang pada saat itu berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, menurut 
Mahkamah juga tidak tepat. Karena, hal tersebut dilakukan tidak secara 
berkelanjutan, sehingga tidak dapat dianggap dan dikategorikan sebagai 
kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) yang dapat diterima dan diakui dalam 
praktik penyelenggaraan negara. Apalagi dalam hal ini pengangkatan sebagai 
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perdana menteri merupakan praktik dalam sistem pemerintahan parlementer, 
sedangkan para Pemohon mempersoalkan batas usia minimal bagi Presiden dan 
Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. 

Bahwa dalil para Pemohon berikutnya menyatakan Pasal 169 huruf q UU 
7/2017 berpotensi melanggar kelembagaan triumvirate. Berkenaan dengan dalil 
tersebut, menurut Mahkamah, ketika Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, 
dan Menteri Pertahanan yang secara bersama-sama menempati posisi 
triumvirate menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena Presiden dan 
Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan maka kedudukan 
menteri-menteri triumvirate bukanlah sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang 
definitif namun hanya sebagai pelaksana tugas kepresidenan sampai dengan 
terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam sidang untuk memilih 
Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 8 ayat (3) UUD 1945].  

Dengan demikian, tidak terdapat korelasi mengaitkan batas minimal usia 
Presiden dan Wakil Presiden dengan ketiadaan pengaturan batas usia minimal 
menteri karena hal ihwal berkenaan dengan menteri menjadi hak prerogratif 
Presiden dan secara konstitusional menteri-menteri yang menempati posisi 
triumvirate kedudukannya tetap sebagai menteri. Dengan demikian, dalil para 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan 
original intent perubahan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan konvensi 
ketatanegaraan serta berpotensi melanggar kelembagaan triumvirate adalah 
tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengaturan persyaratan batas 
minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, penting pula bagi 
Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan-Putusan Mahkamah 
Konstitusi sebagai berikut: 
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2007, 
pertimbangan hukum Mahkamah perihal persyaratan batas minimum usia 
calon kepala daerah antara lain sebagai berikut: 

“…yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan permohonan a quo adalah 
apakah persyaratan usia minimum 30 tahun untuk menjadi kepala daerah 
atau wakil kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf d 
UU Pemda, merupakan kebutuhan objektif bagi jabatan kepala daerah atau 
wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan 
kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak 
macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi 
tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau 
aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, 
UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai 
kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas 
pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan 
usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. 
Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari 
kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab 
itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau 
aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai 
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peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk 
menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) 
huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung 
ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih 
dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah 
pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan 
warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah 
sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan 
kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan 
kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, 
seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia 
minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat 
mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan 
tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan 
perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan 
kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 
huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga 
tidak beralasan;” 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 yang diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2010, 
terkait dengan batas usia minimal dan maksimal pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

“…Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan 
batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang 
berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu 
berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada 
pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh 
UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal 
policy) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia 
minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur 
secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;” 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011 yang diucapkan dalam 
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Oktober 2011 berkenaan 
dengan persyaratan usia minimal hakim konstitusi, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

“… bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak 
menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua 
jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum 
terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh 
pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan 
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kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak 
dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil 
para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan 
menurut hukum;” 

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam 
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Januari 2013, berkenaan 
dengan batas usia pensiun hakim Ad Hoc yang tidak sama di berbagai 
pengadilan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

“… UUD 1945 tidak menentukan batas usia untuk semua jabatan hakim. 
Penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka 
(opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk 
Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang 
ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan 
tersebut. Dengan demikian penentuan batas usia sepenuhnya merupakan 
kewenangan pembentuk Undang-Undang…” 

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, perihal persyaratan 
batas usia untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan 
pembentuk undang-undang. Meskipun demikian bukan berarti pengaturan 
persyaratan batas usia bagi pejabat publik tidak dapat dinilai 
konstitusionalitasnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberikan 
pengecualian meskipun suatu norma merupakan kewenangan pembentuk 
undang-undang, namun dapat menjadi persoalan konstitusionalitas dengan 
pertimbangan hukum sebagai berikut: 
1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III-2005 yang diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 terkait 
dengan dukungan minimal persyaratan pencalonan kepala daerah, 
Mahkamah berpendirian bahwa sepanjang pilihan kebijakan demikian tidak 
merupakan hal yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan 
tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata 
bertentangan dengan ketentuan dalam UUD 1945, maka pilihan kebijakan 
demikian tidak dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah [vide Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 010-PUU-III-2005, hlm. 30]; 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009, 
Mahkamah berpendirian bahwa produk legal policy pembentuk undang-
undang tidak dapat dibatalkan, kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, 
rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebagaimana pertimbangan 
hukum Mahkamah berikut ini: 

”... bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak 
mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau 
norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat 
ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun 
seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya 
ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam 
perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang 
dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk 
legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan 
ketidakadilan yang intolerable.” 
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3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam 
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah 
berpendirian oleh karena UUD 1945 tidak menentukan batas usia tertentu 
untuk menduduki semua jabatan sehingga merupakan kebijakan hukum dari 
pembentuk undang-undang yang dapat mengubah batas usia dimaksud sesuai 
dengan tuntutan perkembangan. Apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pada pokoknya tidak 
menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, 
menyebabkan kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja 
lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan 
kerugian konstitusionalitas bagi warga negara [vide Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, hlm. 31]. 

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023, 
Mahkamah berpendirian meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia 
maksimal pengisian jabatan publik tidak secara eksplisit bertentangan 
dengan konstitusi, namun bila secara implisit normanya menimbulkan 
persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif dikaitkan dengan 
persyaratan yang bersifat substantif, misalnya terkait dengan yang pernah 
atau sedang menjabat dan mempunyai track record yang baik berkaitan 
dengan integritas [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-
XX/2022, hlm. 108]. 

 
[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara a quo, 
apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma 
persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang 
meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun 
merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan 
kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. 
Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
 Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden, termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan 
dalam risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam Sub-Paragraf [3.18.2] di 
atas, di mana telah disepakati oleh pengubah UUD bahwa ihwal persyaratan 
dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang [vide 
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945]. Sehingga, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 
merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 
ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf 
q UU 7/2017 tidak melampaui kewenangan pembuat undang-undang dan tidak 
merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan 
dengan ketentuan dalam UUD 1945. 
 Kedua, jika norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 didalilkan para Pemohon 
bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable 
sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 
40 (empat puluh) tahun maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam 
batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun 
tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, 
dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun atau 
batasanbatasan usia tertentu di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun, terutama bagi 
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warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara 
Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin [vide Pasal 198 
ayat (1) UU 7/2017]. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah tidak dapat 
menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika 
Mahkamah menentukannya maka fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat 
memicu munculnya berbagai permohonan terkait dengan persyaratan batas 
minimal usia jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. 
 Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan 
dalam Sub-Paragraf [3.18.1] di atas berbeda-beda pengaturannya dalam 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari waktu ke waktu terutama sejak 
dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945 
atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden ditentukan harus telah berusia 40 (empat puluh tahun), sedangkan 
setelah perubahan UUD 1945 untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden tahun 2004, tahun 2009, dan tahun 2014 ditentukan sekurang-
kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Sementara itu, pada pemilihan umum 
Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden ditentukan menjadi paling rendah 40 (empat puluh) 
tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden dalam beberapa pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan 
batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menimbulkan 
problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi 
kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan 
hingga menimbulkan kerugian konstitusional warga negara. 

Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat 
dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf q UU 
7/2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan 
batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena 
perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah ternyata 
menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap 
seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK, sehingga 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 
memberi alternatif persyaratan lain, yakni “atau berpengalaman” dengan 
mempertimbangkan bahwa subyek dan jabatan yang akan diikuti dalam proses 
seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah memutuskan secara 
alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan 
terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf q UU 
7/2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif 
sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 
angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut 
membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, 
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agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang 
berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. 
 
[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan 
batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, original intent 
terhadap Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait 
dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk 
undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika 
dan kebutuhan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bagi Mahkamah 
yang penting penentuan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara 
yang dalam penalaran wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau 
calon Wakil Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan 
Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangannya mengharapkan agar tolok 
ukur batasan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden disesuaikan dengan 
dinamika perkembangan usia produktif, menurut Mahkamah hal demikian 
menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan 
memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 ayat 
(2) UUD 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden diatur dengan undang-undang, dalam hal ini batas usia calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undangundang. 
Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah batas minimal usia calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan 
berbangsa dan bernegara, sepenuhnya merupakan ranah pembentuk 
undangundang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia 
sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun” telah ternyata tidak melanggar 
hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memeroleh kesempatan yang 
sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon 
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya 

 
DISSENTING OPINION 

 

Hakim Konstitusi Suhartoyo 

 

[6.1] Menimbang bahwa berkenaan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 
saya Suhartoyo Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting 
opinion), dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: 
1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam Pengujian 

konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang diajukan oleh 
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Partai Solidaritas Indonesia, sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo, 
S.H., LL.M, sebagai Pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas, S.Psi, sebagai 
Pemohon III, Dedek Prayudi, B.A., M.Sc, sebagai Pemohon IV dan Mikhail 
Gorbachev Dom, S.Si., M.SI. sebagai Pemohon V, tidak dapat dilepaskan dari 
filosofi yang terkandung di dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi 
adressat dalam norma Pasal a quo adalah berkaitan dengan keterpenuhan 
syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi Presiden 
dan/atau Wakil Presiden. 

2. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi 
calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
169 UU 7/2017 diletakkan pada Bab II tentang peserta dan persyaratan 
mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian pada hakikatnya 
persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 
merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang 
bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, 
misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, serta tata 
cara penentuan, pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang 
dimaksudkan dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, yang masing-masing 
menyatakan: 
Pasal 221:  
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.  
Pasal 222:  
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya. 

3. Bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk 
menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 7/2017 dengan norma diantaranya 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 UU 7/2017, 
maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan 
bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma Pasal 169 UU 
7/2017 adalah benar hanya diperuntukan untuk subjek hukum yang bersifat 
privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat 
dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Oleh karena itu, 
ketika seseorang yang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan 
mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka 
sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan 
konstitusionalitas norma Pasal 169 UU 7/2017 a quo. 
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap 

permohonan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya 
memohonkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 untuk 
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kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya 
hubungan hukum antara para Pemohon dalam perkara a quo dengan subjek 
hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak 
adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para 
Pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan 
putusan Mahkamah Konstitusin Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 
2007. Dengan demikian terhadap para Pemohon tidak terdapat adanya anggapan 
kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para 
Pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing 
dalam permohonan a quo dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah 
menegaskan permohonan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan 
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
  
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah 

[6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan 
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta 
dengan mempertimbangkan petitum permohonan yaitu ex aequo et bono 
sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 berkenaan 
dengan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU 7/2017), saya 
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para 
Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Pasal a quo dinyatakan inkonstitusional 
bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia 
paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan 
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, 
dengan argumentasi hukum sebagai berikut: 
1. Bahwa penentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden tidak diatur 

dalam konstitusi tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada 
prinsipprinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga 
negara. Menentukan batas usia calon Presiden atau Wakil Presiden tidak 
hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini 
terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku 
secara ajeg dan elegan serta menghentikkan praktik penentuan batas usia 
yang berubahubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan 
usia yang tepat untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. 
Keputusan Presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon 
Presiden atau calon Wakil Presiden kepada Mahkamah merupakan praktik 
ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini 
sebagai problem konstitutional dan dengan demikian penyelesaiannya akan 
diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan 
kewenangan Mahkamah menurut Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C UUD 1945. 

2. Secara historis, normatif, dan empiris/faktual, usia pimpinan nasional 
Presiden atau Wakil Presiden atau sederajat pernah dijabat oleh Pejabat 
dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, 
konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun, UUDS 1950 mengatur syarat 
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usia 30 tahun, dan UU 42/2008 tentang Pilpres mengatur batas usia minimal 
35 tahun. Bahkan, secara empiris/faktual, Soetan Sjahrir menjabat sebagai 
Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di benua 
Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon 
Presiden dalam konstitusi mereka masing-masing yakni sekurang-kurangnya 
berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Syahdan, dalam konteks usia kepala 
pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer, terdapat pula 
Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun ketika 
dilantik/menjabat contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi Kanselir 
Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik 
pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. 

3. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika 
kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, salah 
satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden, sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan 
suatu hal yang bersifat adaptif/fleksibel sesuai dengan perkembangan 
dinamika kehidupan berbangsa/bernegara sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan 
kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish 
restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel. 

4. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat sekitar 21,974 juta 
jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa penduduk 
rentang usia 35-39 tahun. Artinya, jika diletakan pada rentang usia 30-39 
tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta penduduk. Hal ini menunjukan bahwa 
ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda, terlepas dari pengalaman 
yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, sangat 
melimpah. Terlebih, berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) KPU RI, Sebanyak 66,822 juta atau 33,60% pemilih berasal dari 
generasi milenial, sedangkan sebanyak 46,800 juta atau sebanyak 22,85% 
pemilih berasal dari generasi Z. Artinya, terdapat kurang lebih 113 juta 
pemilih yang berasal dari generasi muda atau sebanyak 56,45% dari total 
keseluruhan pemilih pada pemilu serentak tahun 2024. Ini berarti bahwa, 
secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden dan Wakil Presiden 
berusia minimum 40 tahun sesungguhnya berpotensi merugikan hak 
konstitusional generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan berbangsa dan bernegara termasuk juga mendapatkan 
kesempatan menduduki jabatan publik in casu Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki 
bangsa Indonesia. 

5. Pembentuk undang-undang dalam menetapkan batas usia minimal 40 tahun 
terbukti melanggar prinsip kepastian hukum yang adil karena sebelumnya 
pembentuk undang-undang telah menentukan syarat usia minimum 35 tahun 
bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dalam UU 42/2008. Jika 
ketentuan UU 42/2008 berlaku saat ini, maka akan membuka kesempatan 
seluas-luasnya kepada generasi muda yang hendak mengikuti kontestasi 
dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, namun pembentuk 
undang-undang justru menaikan batas usia tersebut menjadi 40 tahun dalam 
UU 7/2017, yang dalam batas penalaran yang wajar, justru menghilangkan 
kesempatan yang secara adil dan rasional yang seharusnya diberikan dan 
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dapat menjadi peluang yang baik bagi generasi muda. Sehingga, naiknya batas 
usia minimum Presiden/Wakil Presiden dari 35 tahun (UU 42/2008) menjadi 
40 tahun (UU 7/2017) sejatinya telah melanggar prinsip kepastian hukum 
yang adil. 

6. Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda 
atau generasi milenial untuk dapat berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk 
dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden, maka menurut batas 
penalaran yang wajar, dan sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan 
dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction) 
secara rasional, adil, dan akuntabel, menambahkan syarat alternatif 
pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk 
pilkada (elected office) meskipun dengan usia belum mencapai 40 tahun 
adalah konstitusional. Bahkan, dengan batas usia di bawah 40 tahun 
sepanjang telah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu atau 
pilkada tentu saja lebih meningkatkan kapabilitas demokrasi karena 
membuka peluang kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk lebih dini 
berkontestasi dalam pencalonan in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 
Oleh karena itu, batas usia minimal dibawah 40 tahun tersebut tidak dapat 
dimaknai tunggal atau berdiri sendiri karena sifat jabatan presiden dan wakil 
presiden adalah jabatan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, 
yang untuk mendudukinya memerlukan kualifikasi jabatan yang sebelumnya 
pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. 
Kualifikasi jabatan tersebut penting untuk dijadikan sebagai alternatif dari 
syarat usia minimal karena figur yang pernah terpilih dalam pemilihan umum 
artinya adalah figur yang pernah terbukti mendapat kepercayaan dari pemilih 
(rakyat). Oleh karena itu, pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun 
tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan 
generasi muda dalam kontestasi pimpinan nasional namun juga berpotensi 
mendegradasi peluang tokoh/figur muda yang menjadi dambaan generasi 
muda milenial. Seharusnya, usia dibawah 40 tahun sepanjang pernah 
menjabat jabatan elected office dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya tergantung pada preferensi 
partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan pada akhirnya 
ditentukan oleh pemilih (rakyat). Jabatan-jabatan dimaksud merupakan 
jabatan yang bersifat elected office, sehingga dalam batas penalaran yang 
wajar jabatan elected office telah diakui dan mendapatkan legitimasi dari 
rakyat bahwa figur/orang tersebut mampu menjalankan tugasnya sebagai 
pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden. 

7. Terkait dengan apakah perkara a quo termasuk ataukah bukan termasuk 
open legal policy, menurut keyakinan saya, perkara a quo bukan termasuk 
open legal policy. Meskipun keberadaan open legal policy diakui keberadaanya 
dalam praktik ketatanegaraan, namun dalam perkembangannya, Mahkamah 
dapat memberi tafsir ulang terhadap keberadaan open legal policy dimaksud 
bahkan dapat menjadikannya inkonstitusional atau tetap konstitusional, atau 
pun bahkan konstitusional/inkonstitusional bersyarat sebagian atau 
seluruhnya. Secara konseptual, open legal policy tetap berlaku sepanjang 
pasal, norma, atau undang-undang tidak atau belum diuji 
konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi. Manakala suatu pasal, norma, 
atau undang-undang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya di hadapan 
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Mahkamah Konstitusi, maka legal policy pembentuk undang-undang 
berdasarkan asas presumption of constitutionality tetap konstitusional 
sampai dengan Mahkamah memutus sebaliknya. Artinya, open legal policy 
dimaksud seharusnya berhenti (exhausted), sebab menjadi domain 
Mahkamah untuk menilai dan mengkaji ulang dengan bersandar pada 
Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai keadilan, dan HAM. Dalam hal ini Mahkamah 
dapat menilai konsep open legal policy apakah masih relevan ataukah tidak 
relevan sehingga menyebabkan adanya penafsiran baru terhadap pasal, 
norma, frasa, atau undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya. 
Dengan kata lain, konsep open legal policy pada prinsipnya tidak bersifat 
mutlak dan tidak relevan lagi dijadikan sebagai argumentasi Mahkamah 
ketika menolak suatu permohonan. Dalam konteks demikian, menurut saya, 
Mahkamah harus tegas menerima atau menolak suatu perkara berdasarkan 
UUD 1945, hukum dan Keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 
1945. Sehingga Mahkamah dalam memutus perkara harus menggunakan 
nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai keadilan, bukan 
justru mengembalikan kembali kepada pembentuk undangundang dengan 
alasan open legal policy. Terlebih, baik DPR maupun Presiden selaku pemberi 
keterangan dalam sidang Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 
51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 telah menyerahkan 
sepenuhnya kepada Mahkamah untuk memutus hal dimaksud, maka dalam 
keadaan demikian, adalah tidak tepat bagi Mahkamah untuk melakukan 
judicial avoidance dengan menghindar menyelesaikan sebuah persoalan yang 
secara nyata telah menjadi isu konstitusional. Mahkamah sebagai lembaga 
peradilan, sesuai dengan kewenangannya, memiliki fungsi untuk 
menyelesaikan perselisihan (to settle dispute), memberi solusi dan 
menuntaskan perbedaan tafsir dengan memberikan tafsir akhir berdasarkan 
konstitusi (the final interpreter of the constitution). 

8. Saya berkeyakinan bahwa perkara a quo tidak termasuk open legal policy dan 
dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai alasan pembenaran 
karena telah nyata merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar prinsip 
rasionalitas dan keadilan sebagai alasan yang dapat mengesampingkan open 
legal policy. Ketidakadilan dimaksud karena pembatasan demikian tidak 
hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok 
generasi muda yang terbukti pernah terpilih, seperti, dalam pemilihan 
umum/kepala daerah, sehingga figur/tokoh muda tersebut sudah dapat 
dipandang berpengalaman. Di samping itu, norma a quo mengabaikan 
kesempatan emas generasi muda (golden moment) dan tidak 
mempertimbangkan bonus demografi, dan menghambat regenerasi dalam 
kontestasi kepemimpinan nasional, serta tidak sejalan dengan tren global 
kepemimpinan yang semakin memuda (younger). Meskipun saya juga 
menyadari bahwa adanya tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda 
(younger) dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon Presiden 
atau calon Wakil Presiden yang dipandang terlalu muda sehingga 
menimbulkan pertanyan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi 
baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan 
dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi, namun dengan 
terpenuhinya syarat alternatif pernah/sedang menduduki jabatan yang 
dipilih melalui pemilu (elected office), calon Presiden atau Wakil Presiden 
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bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan 
pengalaman (minimum degree of maturity and experience) sehingga keraguan 
dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 

9. Syahdan, apabila dilihat dari sisi rasionalitas, menurut saya, penentuan batas 
usia minimum 40 tahun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti 
tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena 
berapapun usia yang dicantumkan bersifat debatable sesuai ukuran 
perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga penentuan 
syarat calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia 
juga diberikan norma alternatif yang mencakup pengalaman di bidang 
pemerintahan, khususnya pada jabatan elected office yang dipilih oleh rakyat 
dalam pemilu termasuk pilkada. Sebab, dengan dipilihnya figur tersebut oleh 
rakyat secara langsung, menunjukan bahwa figur tersebut memiliki kualitas 
dan rekam jejak yang bagus dalam pemerintahan. Sehingga menyandingkan 
usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih 
oleh rakyat dalam pemilu termasuk pilkada seperti anggota DPR, anggota 
DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur 
rasionalitas yang berkeadilan. 

10. Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki 
pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk 
pilkada tidak serta merta seseorang tersebut menjadi Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus 
dilalui yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, 
dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 
mengatur bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga, meskipun seseorang yang telah 
memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau 
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan 
umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. Pada titik inilah berkerjanya proses demokrasi dalam menentukan 
calon Presiden atau calon Wakil Presiden yakni dengan peran partai politik 
sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk 
melakukan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya 
seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat 
konstitusional lanjutan yaitu Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

11. Dengan demikian, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 
minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden 
dan Wakil Presiden. Sedangkan, bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang 
berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat diajukan sebagai calon 
Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat 
negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada yaitu anggota DPR, 
anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Artinya, 
penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata bagi calon 
Presiden dan Wakil Presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas 
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kepemimpinan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden karena tetap 
memperhatikan syarat pengalaman yaitu pernah/sedang menduduki jabatan 
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 

12. Terakhir, sebagai bagian dari refleksi bersama, saya sebagai hakim konstitusi, 
secara pribadi tidak sudi tercatat dalam sejarah dinilai oleh generasi milenial 
sebagai hakim konstitusi yang ditengarai "menghalangi" generasi muda 
potensial yang bermimpi maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden. Terlebih, generasi muda yang telah teruji dan terbukti 
pernah mendapat kepercayaan rakyat karena pernah atau sedang menduduki 
jabatan yang dipilih dalam jabatan pemilihan umum termasuk pilkada 
sebelumnya karena pilkada sudah masuk dalam rezim pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. 
Sehingga, dengan tidak dikabulkannya Permohonan para Pemohon, nampak 
Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi 
perhatian pokok dan core business lembaga peradilan yakni guna 
menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 
1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa 
Permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian sehingga 
Pasal 169 huruf q UU 7/2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat 
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling 
rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang 
dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 

 
 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final 

dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta 

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap 

orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 

seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 

Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang 

menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya terhadap 

pengujian UU 7/2017 mengandung arti bahwa proses pembentukan UU a quo 

tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945  
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